
BUPATI HULU SUNGA UTARA
PROVNSI KALMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR qTAHUN ?orr

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEAIYELANGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN HULU SUNGA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik (Good Governence) yang bebas korupsi, kolusi,
nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta
wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para
Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk
melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana
telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Mngingat



4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 terrtang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42sO)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indnonesia
Nomor 5589);

7. Perahrran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tefiang
Manajeman Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penye lenggara Negara;

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2OlO tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6O Tahun
2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Ke{a
Badan Kepegawaia, Pendidikan dan Pelathan Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PET{YELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGA UTARA.

Menetapkan



BAB II
WAJAH LHKPN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya

disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tidak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

5. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

7. Pejabat Wajib LHKPN, yang selanjutnya disebut Pejabat
WL adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara yang wajib mengisi,
menyampaikan, dan me ngumpulkan LHKPN.

8. Peyelenggara Negara adalah penyelenggara negara yang
menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. l,aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta
pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan,
yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2
LHKPN berlujuan untuk mewujudkan:
a. Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum

pemerintahan yang baik;
b. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme; dan
c. integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara

Negara.



Bupati;
Wakil Bupati;
Kepala SKPD;
Pej abat Fungsional Auditor;
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Daerah;
Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

Bagian Kedua
Waktu Pelaporan

Pasal 4
(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada
saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada

saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara;
c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
d. masih menjabat.

(2) Penyampaan LHKPN oleh Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai
dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan
pertama kali, berakhirnya jabatan atau pensiun, dan
pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa
jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta
Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal lJanuari sampai
dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai
Penyelenggara Negara.

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan paling lambat tanegal 31 Maret tahun
berikutnya.

Pasal 5
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 disampaikan kepada KPK melalui E-LHKPN sesuai format
yang telah dtentukan.

Pasal 6
(1) Dalam hal berdasarkan verlikasi administrasi

menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum
lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara wajb
melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan
kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk
melakukan perbaikan.

(2) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi
kewajban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN
yang disampaikan Penyelenggara Negara dimaksud
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tidak dapat diproses lebih lanjut dan yartg
bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 7
Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan
penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK,
Penyelenggara diberikan Tanda Terima dan kewajiban
penyampaial LHKPN dianggap selesai.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 8
Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi
kewqiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikenakan sanksi adminstrasi berupa:
a. peringatan;
b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/ atau
c. sanksi disiplin.

Pasal 9
(l) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a dikenakan pada Penyelenggara Negara yang
belum/terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak
memperbaiki penyampaian LHKPN.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud, pada ayat (l)
diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak periode penyampaian LHKPN
dinyatakan sesuai dan/ atau jangka waktu untuk
melakukan perbaikan LHKPN telah selesai.

(3) Dalam hal Penyelengara Negara tidak mengindahkan
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l.,
kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi
pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 10
(1) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dikenakan pada Penyelenggara yang terlambat
menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN
yang disampaikannya dan sudah mendapatkan
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. 25o/o (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1

(satu) bulan setelah pemberian peringata-n diterima;
b. 50% (lima puluh persen) untuk keterl ambatan 2

(dua) bulan setelah pemberian peringatan diterima;
c. 7 5o/o (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan

3 (tiga) bulan setelah pemberian peringatan diterima;
dal

d. 1O0% (seratus persen) untuk keterlambatan 4
(empat) bulan setelah pemberian peringatan
diterima.



Pasal 1l
(1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c dikenakan pada Penyelenggara Negara yang
tidak menyampaikan LHKPN atau tdak memperbaiki
LHKPN szunpa bulan ke 5 (lima) setelah pemberian
peringatan diterima.

(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada aya (1)

berupa penurlrnzrn pangkat setingkat lebih rendah
selama I (satu) tahun.

(3) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan
penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak
benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 13
(1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh

Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2
(dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima
Tanda Terima dari KPK.

(2) Pengumuman sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan format yang
ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun
non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK
dan/ atau instansi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

(1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor l0 Tahun
2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Beriita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 1O); dan

(2) Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
t88.45 / 486 / KUM / 2017 tanggal 15 Mei 2Ol7 ;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasa] 15
ini mulai berlaku pada tanggal



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetaokan di Amuntai
padatanegal 3 Oktober2o2l

SUNGAI UTARA

HK

Diundangkan
pada tanggal

t

Amuntai
Oktober 2021

S DAERAH
SUNGAI UTARA
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